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A. latar Belakang Masalah

Salah satu tujuaan Negara Kesatuan Republik Intlore=bagaimana
diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Das& d®4éra lain adalah
memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka untucapai tujuan tersebut,
perlu diusahakan menggali dan mengembangkan poyamg terdapat dalam
lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomisg&a Indonesia
senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersikanfateriil dan mental
spritual, antara lain melalui pembangunan di bidaggma yang mencakup
terciptanya suasana kehidupan beragama yang pemoianaan dan ketagwaan
terhadap Allah Swt dan meningkatkan peran serta yanakat dalam
pembangunan nasional.

Pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masdiygdthi oleh
karenanya maka wakaf merupakan ibadah maliyah lgangr-benar orisinil dari
Islam atas pengisbatan (penggalian) hukum yanguktn oleh Rasulullah SAW
sendiri’ Bahkan menurut catatan para ahli sejarah hukuamisakaf tidak
terkenal pada masa Arab Jahiliyah pra IsfaPada awal-awal Islam pelaksanaan
wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Kdigtthal ini sebagaimana

pada Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebag#te

! Muhammad Amin Sumajukum Keluarga Islam di Dunia Islared. Revisi 2, Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada, 2005 hal. 146

2 Muhammad bin Ismail al-Kahlanubul as-salam Syarh Bulubh al-maram min Adilah
al-Ahkam juz 3, (t.t), Semarang : Toha Putra, hal.87
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Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Qutaibah Raid dan dia
berkata bahwa Muhammad bin Abdullah al-Anshari hela
menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa IbminAtelah
menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa telah
memberitahukan Nafi’ kepadaku dari Ibnu Umar rdia, berkata :
“Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, keamudidia
mendatangi Rasulullah SAW seraya Umar minta saepada rasul,
katanya : “ya Rasulallah! Sesungguhnya aku menkapgbagian)
sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, sayaktidernah
mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dadapya”.
Rasulullah SAW menjawab : “Kalau kamu berkenan,amddh
(wakafkan) asal/pokoknya, dan bersedekahlah kamugaite
hasilnya”. lbnu Umar berkata : “setelah itu kemuadidmar pun
bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; Ser@ynar
berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, kidavariskan, dan
tidak pula dihibahkan; kemudian Umar mensedekaltiasil-hasil
tanahnya itu (secara terus menerus) kepada oramgrdakir, orang-
orang dekat (dzil qurba), pembebasan budak, dahilibnu as-sabil
dan para tamu”. Tidak berdosa (terlarang) mangbatggarap atau
pengurus wakaf itu juga turut memakan (menikmatbagian dari
hasilnya dengan cara yang baik dan bahkan jughk bidedosa untuk
memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud)
mengumpulkan harta. (H.R. Mutafaqg’alaih).

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitty diambil dari kata«sds, <
Wdanlésds , secara harfiah berarti berhenti atau berdiis) juga lazim diartikan
dengan s« yang diambil dari katgss, owss, Lus yang berarti menahdn.

Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabig juga memberiafinisinya

tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan mekgal berbagai manfaatnya

% al-Bukhari,Shohih alBukharjuz 4, Beirut : Dar Fikr, tt. hal 45
4 Mahmud YunusKamus Arab-IndonesjaJakarta: Hidakarya Agung, cet. ke-8, 1990
hal.505



di jalan Allah® Menurut syara’ wakaf adalah menahan harta yanggkinrbisa
dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankano anengabadikan
hartanya itu sendifi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 uhal2004
dijelaskan tentang wakaf “Wakaf adalah perbuatarkutmu wakif untuk
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartaa bemltknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertenksuas dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan atauakeegian umum menurut
Syari'ah”.’

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutalam al-Qur’an,
akan tetapi dasar hukum wakaf tersebut dinisbakepada masalah muamalah
yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalalk/sadagah yakni surat Ali
Imron ayat 92 yang berbunyi :

Olee Jl) Ble 4 @ G oS G 1388 L G et e 15868 S 0110 &
QF
Artinya : Kamu sekalian tidak akan pernah memperoleh kebaskanpai
kalian meninfakkan sebagian dari harta yang palkagnu cintali,
dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguAligha
pasti mengetahu{Q.S. Ali Imron : 92§

Menurut ketentuan hukum islam ada beberapa unsusytaat yang harus

dipenuhi agar wakaf terwujud, yaitu:

® Sayyid SabigFigh Sunnahjuz 14, Beirut : Dar al-Fikr, tt, hal 515

6 Muhammad bin Ismail al-Kahlarop cit.

" Saekan dan Erniati Effen8igjarah Penyususnan Undang-undang No41 Tahun 2004
Tentang WakafSurabaya : Arkola, 1997, pasal 215 ayat (1)

® Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen rAgaRl, Al-QurAn dan
TerjemahnyalJakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjematafditead-Qur’an, 1996, hal 91



1. Wakif,adalah pihak yang menerima obyek wakaf

2. Muwaquf alaih, yakni pihak yang menerima obyek wakaf

3. Mawqufbih, adalah benda yang diwakafkan

4. Sighat atau ikrar, adalah pernyataan penyerahaekolbsakaf dari

pihak wakif

Perkembangan wakaf di Negara Indonesia dapatsifikiasikan kepada
tiga fase, yaitu fase tradisional, semi-profesiataal profesional. Fase tradisional
harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembanguisdndemata, seperti untuk
pekuburan, mesjid, mushalla, dan madrasah. Padarfagkrar wakaf umumnya
hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sasgkali. Akibatnya setelah diurus

oleh beberapa generasi banyak harta wakaf yangghiémpa bekas

Pada fase semi professional, pengelolaan wakak tidayak berbeda
dengan masa sebelumnya. Namun sudah mulai dikelkdoarggcara produktif
walaupun belum maksimal. Pelaksanaan wakaf suddhi rdilakukan secara
tertulis yaitu melalui Akta lkarar Wakaf (AIW) yamibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kegiatan wakaf, khususnyekaf tanah sudah
memiliki payung hukum setelah diakui adanya hak ikmivakaf dalam

perundangan mengenai pertanahan.

°DR. Praja S. JuhayRerwakafan di Indonesjdandung : Yayasan Piara(Pengembangan
IlImu Agama dan Humoniora), 1997, him. 27

% Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd, Marsyid, M.SWakaf Untuk Kesejahteraan Umat
;Yogyakarta, Pustaka Pelajar, him. 60-61

" Ibid, him 63.



Sedangkan pada fase professional, wakaf sudah muairus dan
dikembangkan secara produktif. Bahkan wakaf dd@mtiuk uang dan barang

berharga lainnya pun sudah mulai diperkendtkan

Perkembangan berikutnya pengelolaan wakaf di Inglanemulai
diperhatikan secara serius. Buktinya, pada tangjal Oktober 2004 telah
diudangkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2@&4tang Wakaf. UU ini
merupakan payung hukum perwakafan di Indonesia,sefaligus melegalisasi
perkembangan ruang lingkup objek wakaf. Selamawaikaf difahami secara
tradisional, dan cendrung makna wakaf terbatas padda tidak bergerak saja,
seperti tanah dan bangunan. UU menegaskan pewakat uga mewakafkan
sebahagian kekayaannya berupa harta bergerakydragkberwujud maupun tidak
berwujud seperti uang, logam mulia, surat berhakgaderaan, hak kekayaan

intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan perafugraturan
yang menjadi rujukan dalam menangani wakaf. Dalamddg-undang tersebut
pasal 1 ayat (1) menjelaskan wakaf adalah perbubtdeum wakif untuk
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untulanf@aatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepeartimga guna keperluan ibadah
dan atau untuk kesejahteraan umum menurut sy&ti'ah Abdurrahman di

dalam bukunya memaparkan tentang wakaf:

2 Ibid, him 64.
13 Departemen agamBroses Lahirnya Uu No, 41 Tahun 2004karta : Direktorat
Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendaral bimhiMgsyarakat Islam, 2006, him. 159-162



Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapaierdunakan
sebagai salah satu sarana, guna pengembangan gahileagamaan khusunya
bagi umat yang beragama Islam dalam rangka menéasajahteraan spritual
dan material untuk menuju masyarakat adil dan makrardasarkan pancasifa.

Sebagai lembaga, wakaf dapat dipergunakan sebal satu sarana
untuk mengembangkan bidang sosial dan ekonomi dedagka menunjang dan
meningkatkan derajat kehidupan umat Islam. Sebagases, perwakafan dapat
dijadikan satu gerakan untuk membangkitkan semangat Islam dan lembaga
wakaf sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial danoek bagi umat Islam.
Guna mencapai tujuan tersebut, dipandang perlungkatikan peran wakaf tidak
hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadsial, melainkan juga
memiliki kekuatan ekonomi yang berpotesi untuk meken kesejahteraan
umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaaatanf\gakaai dengan prinsip
syari’ah agama Islam.

Mengingat peran dan potensi wakaf yang sangat besda wakaf harus
dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang yang dihidalam menangani
obyek wakaf serta mempunyai jaminan kepastian hulgsrdasarkan kenyataan
demikian, pemerintah memandang perlu diberikan dsad hukum yang kuat
dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalagejodéen dan pemanfaatan
obyek wakaf.

Sehubungan dengan hal itu pemerintah mengeluarkaratuPan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang PelaksdodaNo. 41 Tahun 2004,

untuk mengatur perwakafan. Dalam penyerahan obyadafy kemudian diatur

*H. AbdurrahmanMasalah Perwakafan Milik Dan Kedudukan Tanah Wdkdflegara
Kita, bandung: PT. Citra Aditya, 1990, him. 1



lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat (3) dan (4) dgkém bahwa orang yang
mewakafkan (wakif) menyatakan kehendak untuk mefkakabaik secara lisan
maupun tulisan untuk memberikan kepada nadzir untlikelola dan
dikembangkan bagi kepentingan umum yang sesuaedes\@ri'at agma Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal) Inéhjelaskan
bahwa nadzir adalah pihak yang menerima benda vimgtlfperorangan maupun
badan hukum yang diberi tugas untuk dikelola d&erdbangkan sesuai dengan
peruntukannya. Nadzir merupakan unsur penting dasstem perwakafan,
karena nadzir adalah ujung tombak perwakafan tadaaya nadzir peruntukan
dan tujuan wakaf tidak akan tercapai.

Tugas nadzir, sebagaimana yang terdapat dalam gndatang Nomor
41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 11, adalah :

a. Melakukan Pengadministrasian harta benda wakaf

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf isaguan,

fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Walafésdt®

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006| R&saan 14,
diperjelas lagi tugas-tugas nadzir dan masa baktiBghwa :.
1. nadzir wajib mengadministrasikan, mengelola, merg@Igkan,

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

!5 | ihat Pasal 1Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



2. nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepaglari dan BWI
mengenai kegiatan perwakafan.

3. Masa Bakti nadzir adalah lima tahun dan dapat dtankembali'®

Dengan adanya peraturan-peraturan yang telah phteta oleh
pemerintah, diharapkan dapat mengadakan penedddam masalah perwakafan
di negara kita. Sehingga wakaf sebagai salah eatbdga keagamaan, khususnya
bagi umat yang beragama Islam dalam rangka menkapejahteraan spitual dan
materiel menuju masyarakat yang adil dan makmuddsarkan Pancasila.
Peraturan tersebut diharapkan pula adanya pendagaguembaga wakaf untuk
berbagi kepentingan agama, sosial dan kepentinganomu terutama yang
berkaitan dengan perkembangan nasional di Negadanésia dapat lebih
diefektifkan.

Uasaha-usaha untuk penertiban pengelolan wakadt ddifaksanakan
sebagaimana mestinya, meskipun banyak menimbulkeimgsalahan yang
berhubungan dengan adanya berbagai formalitas yemgs dipenuhi oleh
seseorang yang akan melaksanakan pengelolan olslekf wNamun hal yang
demikian jangan sampai menjadi penghalang dalamalataspendayagunaan
lembaga wakaf.

Perarturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh epatah dalam
kenyataanya, praktek pengelolan dan pengembanggk atakaf belum cukup

memberi hasil yang memuaskan. Seperti yang diketabahwa keadaan

®Lihat Pasall 13 dan 1Beraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terifdakatf.



masyarakat Indonesia yang SDMnya kurang memadaindglengelolaan dan
pengembangan obyek wakaf sehingga banyak obyek fwgltag belum
dimanfaatkan secara optimal.

Data-data obyek wakaf yang ada di Kecamatan RBaedan
menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakdbldikeleh perseorangan.
Dibandingkan nazhir wakaf perseorangan, dalam beaibaspek, ditemukan
bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi daanbhdkum secara umum
lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengeigdn wakaf yang lebig
produktif. Hal ini disebabkan adanya fakta dimanayamitas pengelola wakaf
yang nazhir perseorangan bekerja paruh waktu diak tnendapat imbalan. Di
samping itu, pola penunjukan nazhir yang dominaaladd berdasarkan kepada
Pewakif itu sendiri atau kepada tokoh masyarakag) yala di daerah obyek wakaf
tersebut. Dengan realitas lembaga wakaf sepettiténiu amat sulit menuntut

dikembangkannya lembaga wakaf yang profesionab#fantabel.

Obyek wakaf yang berada di Kecamatan Pedurungasihni@nyak di
dominasi untuk masjid dan kuburan dan pengelolaanbgrbasis nadzir
perorangan. Nadzir di Kecamatan Pedurungan ya&hagai penerima dalam
setiap obyek yang akan diwakafkan. Tugas nadziKetamatan Pedurungan
hanya mengetahui dan menyaksikan obyek yang akaakdfkan. Sedangkan
pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf, nadnyerehkan kepada orang
lain untuk dikelola dan dikembangkan oleh memberiarkbaga yang terdiri

bebarapa orang.



Lembaga yang telah terbentuk diberi tugas dari depengurus untuk
mengurus, mengelola dan mengembangkan obyek weilssbiut dengan sebaik-
baiknya. Lembaga tersebut menjalankan tugasnyaademgmbuat program kerja
untuk mengembangkan obyek wakaf. Lembaga yang tila@ntuk oleh dewan
kepengurusan obyek wakaf memberikan laporan pegtarggawaban kepada
dewan sejauh mana dalam mengelola dan mengembangkgek wakaf.
Lembaga tersebut juga melaporakan hasil yang tBfsroleh selama menangani

dan mengelola obyek wakaf kepada dewan kepengurusan

Seharusnya nadzir adalah orang yang dipercaya menebyek wakaf,
yang berkedudukan sebagai pengelola untuk mengegkbambyek wakaf. Peran
nadzir di Kecamatan Pedurungan, harus diperbaikukurtidak mudahnya
mengalihkan pengelolaan obyek wakaf kepada oramg dan melepaskan
tanggungjawabnya sebagai nadzir. Kesadaran nadlamdpengelolaan obyek
wakaf masih sangat rendah, hal ini disebabkan add®ybagai faktor yang
timbul dalam proses pengelolaan obyek wakaf.

Dari beberapa uraian diatas, penulis tertarik untokngakaji dan
menganalisis tentangANALISIS PENGELOLAAN OBYEK WAKAF (Studi
Kasus Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di

K ecamatan Pedurungan)

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, murmeerapa
permasalahan dalam benak penulis untuk membahaalaihagrsebut. Adapun

rumusan masalah yang akan di kaji adalah :
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1. Bagaimana proses dan alasan-alasan pengalihan nagag dalam
pengelolaan obyek wakaf di Kecamatan Pedurungaarsem

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum pogtliatiap
pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan oyek fwdik&ecamatan

Pedurungan Semarang

C. Tujuan Pendlitian
1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan alasan-ajaagalihan
tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di Ketam
Pedurungan Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islamhd&um
positif terhadap pengalihan tugas nadzir dalam @letepn oyek

wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisastugaizir dalam
mengelola tanah wakaf, agar sesuai dengan sasamamaksud yang diinginkan,
maka penulis mengambil dan menelaah dari beberaka-ltuku, skripsi yang
hampir sama pembahasannya dan kitab-kitab sertaangaghdang yang
adakaitannya dengan peranan nadzir dalam mendalud wakaf. Diantaranya
adalah :

Teja sukmana, skripsi yang berjudul “Analisis Unglundang No. 41

Tahun 2004 Tentang Imbalan Nadzir” menyatakan bahadzir wakaf akan
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bekerja dengan sungguh-sunggyh apabila ada imbaeabagai bentuk
penghargaan atas kerja dan tanggungjawab yanguthgi& sebagai pengelola
benda wakat!

Hendi Suhendi,“Figih Muamalah” menjelaskan tentang ketentuan-
ketentuan adanya pemberian hak. Dalam ketentudngdengalihan tugas adalah
memberikan hak untuk mewakili dan melaksanakanstdga tanggungjawabnya.
Kaidah pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaakafwberpedoman dalam
kaidah al-wakalah.

Buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama R.jeDiBimas Islam dan
Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pembendaéekaf dengan judul
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wattalam bukunya tersebut
membahas mengenai masalah urgensi wakaf, potengempdangan wakaf di
Indonesia dan pedoman pengelolaan dan pengembuasgan'®

Buku yang berjudulPanduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
Strategis di Indonesiditebitkan oleh Departemen Agama Riembahas tentang
potensi dan peluang banyaknya harta wakaf yangrbdikelola secara optimal,
sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan wakafduktif serta
pengembangan tanah wakaf baik dalam program jampghalek, menengah

maupun panjany’

" Teja SukmanaAnalisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentartwalem Nadzir,
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

'8 Departemen Agama R.Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wdké#rta:
Ditjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Proyehiiykatan Pemberdayaan Wakaf, 2004.

9 Departemen Agama RPanduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Straigigi
Indonesia Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wdb@d, 2
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Taufik Hamami, dalam bukuny@erwakafan Tanah Dalam Politik Hukum
Agraria Nasional] banyak memberikan informasi tentang hukperwakafan
tanah sesuai politik hukum agraria nasional dangelem harta wakafdan
perlunya manajemen pengelolaan dan pendayagdhaan.

Adijani Al-Alabij, yang dalam bukuny@erwakafan Tanah di Indonesia
Dalam Teori dan Praktekebih banyak menggambarkan prakigdrwakafan di
lingkungan warga Muhammadiyah. Organisasi ini dijad fokusiempirik karena
organisasi ini dipandang sangat kaya dengan varéasakuperwakafarf:

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukatasjisepengetahuan
penulis belum ada penelitian yang membahas mengengalihan peran nadzir
dalm pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf. Makam skripsi ini,
secaara garis besar penulis akan memfokuskan pawoiahasan bagaimana
konsep dan proses pengalihan peran nadir dalamelodsny obyek wakaf dan
relevensinya denggan peraturan perundang-undamdatothesia.

E. Metode Pendlitian
Metode merupakan cara utama yang dipergunakan umémcapai suatu
tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian higotgsngan mempergunakan
teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama iniudakan setelah penyelidikan
dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dduiatu penyelidikan serta dari

situasi penyelidikan, karena pengertian dari metquenyelidikan adalah

? Taufig HamamiPerwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasibdakarta:
PT. Tatanusa, 2003.

2L Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Rekiakarta :
PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-3, 1997, him. v
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pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijetagkhih eksplisit di dalam
setiap penyelidikaf?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pawulskripsi ini
yaitu penulisan yang didasarkan pada penelitiarangan (Field Research)
penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangdield
research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek gidagan
untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelaskolakrit
tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang
diteliti.

Dalam pengelolaan obyek wakaf di Kelurahan Kalicari
Kecamatan Pedurugan yang bertanggung jawab adambaba
yang telah dibentuk oleh nadzir. Nadzir mengalihkagasnya
dengan memberikan tugasnya kepada lembaga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatiigde
tujuan penelitian ini, didapat pencandraan sedatarsatis, factual
dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat upegp atau
daerah tertentt?

2. Sumber Data

22 Winarko Surakhmad, Pengantar Penelitian Dasar diéefeknik, Bandung: Transito,
edisi VIII, 1989, him. 131.

%3 Sumadi Suryabratletodologi Penelitiadakarta, Rajawali Pers (cet. VII), 1992, him
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Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ingyaan
dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukdata yang
dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data terseatalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang itenka
dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian
Sedangkan sumber data primer adalah sumber datg yan
memberikan data penelitian secara langsiripata diperoleh
dari Yayasan Tarbiyatul Khoirot, Mushola dan Masfiéngan
kata lain data ini merupakan data murni yang dipéralari
hasil penelitian secara langsung, yaitu berupa mheku
dokumen, arsip-arsip, dan lain sebagainya
b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dgpdikdin
sebagai pendukung data pokok, atau dapat pulainigikén
sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikamisi
atau data tambahan yang dapat memperkuat data .pokok
Maksudnya data ini diperoleh bukan dari sumber gaig
memuat informasi. Dengan kata lain data sekunden ak
diperoleh dari karya-karya atau tulisan-tulisan gyan

berhubungan dengan wakaf. Buku yang berjuBahduan

4 Joko P. Subagydvlietode Penelitian Dalam Teori Dan Praktelakarta, Rineka Cipta,
1991, him. 87-88
% Sumardi Suryabratajetodologi PenelitianJakarta, Raja Grafindo, 1998, him. 85
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Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis dohegia
ditebitkan oleh Departemen Agama R.1.,

3. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Dokementasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artiny
barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan meetod
dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertseperti
buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturarulen
rapat, catatan harian dan sebagaffyBokumen yang akan
penulis teliti adalah Akta Notaris Yayasan Tarhiyahairot
Surat Keputusan (SK) Men. Keh. Nomor : C-254. HB.(Q
Th. 1996?" dan dokumen akta wakaf masjid dan mushola.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud
untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kaegiat
organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya diigikan
dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pextamy
dengan orang yang diwawanca@aWawancara ini dilakukan
oleh peneliti kepada nadzir bapak H. Romli mengadanya

pengalihan tugas kepada : Ketua Yayasan Tarbiydtairot

% Suharsini ArikuntoProsedur Penelitian, Suatu Pendekatan Prakitisi Revisi V,
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, him. 135.

2" Dokumentasi Yayasan Tarbiyatul Khairut, SK Not&ts C-254. HT. 03.01 Th. 1996.

% Burhan Bungin,Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metldgi ke Arah
ragam Varian Kontemporedakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, him. 155.
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Semarang, Ketua Ta'mir Masjid Al-Muttagin dan Ta'mi
Mushola At-taqgwa
c. Metode Observasi
Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling
efektif adalah melakukan pengamatan dan penyehdika
terhadap obyek sebagai instrument untuk mendapalksa
yang akurat® Dalam metode ini, peneliti melakukan
pengamatan terhadap proses pelaksanaan pengetuigak
wakaf yang dilakukan oleh lembaga Yayasan dan Ta’mi
4. Metode Analisis Data
Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa jenis paneli
ini adalah penelitian lapangan dengan menggunalketnda yang
bersifat kualitatif. Sedangkan dalam menganalisis data penulis
menggunakan metoddeskriptif analisis, yakni sebuah metode
analisis yang mendiskripsikan suatu situasi ataea gvopulasi
tertentu bersifat faktual secara sistematis danadiku
Metode deskriptif analisis yakni sebuah metode analisis
mendiskripsikan suatu situasi atau area populasni® bersifat

faktual secara sistematis dan akdfat.

29 Suharsini ArikuntoQp. cit.,him. 204.
%0 Sudarwan Danimylenjadi Peneliti kualitatifBandung: Pustaka Setia, 2002, him. 41.
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F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika penulisan skripsi inilaadanenguraikan
tentang hubungan-hubungan logis dari masing-masirygng ada dalam bab-bab
skripsi. Sistem penulisan ini merupakan suatu naagolah dan menyusun hasil
penelitian atau studi kajian dari data-data darabdfahan yang disusun menurut
ukuran tertentu, sehingga nantinya dapat dijadilkamangka skripsi yang
sistematis dan mudah dipahami sebagai karya irtelekPada bagian ini pula,
penulisan antara bab satu dengan bab lainnya dikpayterdeapat relevansi
kajian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan.

Untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas sempermudah
dalam pembahasan, maka secara global gambaramaiigi@nya adalah sebagai
berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Pokok-pakalsalah, tujuan

penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode peauliskripsi, dan

sistematika penulisan skripsi.
BAB Il: TUGAS NADZIR DALAM PENGELOLAAN OBYEK WAKAF

Membahas tentang kedudukan nadzir, pengertian mayairat-
syarat dan jenis-jenis nadzir, dan tata cara tppaa dan
penghentian nadzir. Ketentuan Hukum Terhadap Piagal
Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek WakafKetentuan
Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tugas Nadzir.ehteian
Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tugas Nadzir.

BAB Ill : PENGALIHAN TUGAS NADZIR dalam PENGELOLAANOBYEK

WAKAF di KECAMATAN PEDURUNGAN
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Dalam bab ini penulis akan menggambarkan secargkatintentang
gambaran umum tentang wakaf di kecamatan pedurusgamarang,
Pengelolaan Obyek Wakaf di Mushola At-taqwa, MagjiMuttagien di
Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan SemaraRgaktek
pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyekafvdk kecamatan
pedurungan, proses dan alasan-alasan pengalihas tuadzir dalam
pengelolaan obyek wakaf di kecamatan pedurungaarse.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN TUGAS NADZIR dalam

PENGELOLAAN OBYEK WAKAF di KECAMATAN PEDURUNGAN
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentangisieaproses dan
alasan-alasan pengalihan Tugas nadzir dalam péagelobyek wakaf di
kecamatan pedurungan semarang keterkaitannya pmeraperundang-
undangan tentang wakaf, analisis hukum Islam TemaBengalihan
Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Oyek Wakaf di KeaanRtedurungan
Semarang,

BABV : PENUTUP
Dalam babini merupakan akhir dari penulisan skripahng berisikan

kesimpulan, saran-saran dan penutup
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